
 

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR 095 TAHUN 2017 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANA TRANSAKSI  NON TUNAI 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

Menimbang: a. bahwa  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  daerah  harus 

dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang- 
undangan,  efisien, ekonomis,  transparan,  dan bertanggung 
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan 

manfaat untuk masyarakat; 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan hal-hal sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti Instruksi 
Presiden  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Aksi  Pencegahan 
dan Pemberantasan  Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, 

agar setiap pendapatan dan belanja  daerah  harus secara 
bertahap dilakukan melalui  transaksi non tunai; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam  huruf a  dan huruf b,  perlu  menetapkan  Peraturan 
Gubernur   tentang   Pelaksanaan   Transaksi   Non  Tunai       

di Lingkungan  Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai 

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5698); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4572); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah. Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 
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24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun  2010  tentang  Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013      

Nomor 1425);  

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13  

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan     

Tahun 2007 Nomor 13); 

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11  
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);  

32. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 048         
Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2010 Nomor 48); 
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33. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092         

Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 

Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092  
Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan    
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 95); 

34. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072         
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 

Nomor 72); 

35. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 021         
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan   

dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017   
Nomor 21); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANA 

TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN  PEMERINTAH DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pasal 1  

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 

dan kewajiban Daerah. 
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6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 
dan pengawasan keuangan Daerah. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 
adalah rencana keuangan tahunan  pemerintahan  daerah  yang   dibahas    dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah,  dan ditetapkan dengan Peraturan  Daerah. 

8. Bendahara   Umum   Daerah   yang   selanjutnya   disebut BUD adalah PPKD   
yang  bertindak   dalam   kapasitas sebagai  bendahara umum daerah. 

9. Kuasa  Bendahara   Umum Daerah yang selanjutnya disebut KBUD  adalah  
pejabat  yang diberi kuasa  untuk melaksanakan  tugas Bendahara Umum 

Daerah. 

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang  
kewenangan  penggunaan anggaran untuk  melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Perangkat Daerah  yang dipimpinnya. 

11. Kuasa   Pengguna  Anggaran   yang  selanjutnya  disebut KPA adalah pejabat 

yang yang diberi kuasa untuk melaksanakan  sebagian tugas  dan fungsi  
Perangkat daerah. 

12. Pejabat    Penatausahaan  Keuangan    Perangkat   Daerah yang selanjutnya    

disingkat  PPK-Perangkat  Daerah adalah  pejabat  yang melaksanakan fungsi  
tata  usaha keuangan pada Perangkat Daerah. 

13. Pejabat   Pelaksana   Teknis  Kegiatan   yang  selanjutnya disebut PPTK adalah  

pejabat  pada unit kerja Perangkat Daerah  yang melaksanakan satu atau 
beberapa kegiatan dari suatu  program sesuai dengan bidang tugasnya. 

14. Transaksi  non tunai adalah pemindahan  sejumlah  nilai uang dari satu pihak  
ke  pihak lain  dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran 
menggunakan   kartu,   cek,  bilyet  giro,  uang  elektronik atau sejenisnya. 

15. Bendahara  Penerimaan  adalah  pejabat  fungsional  yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 

uang pendapatan  daerah  dalam   rangka  pelaksanaan  APBD pada Perangkat 
Daerah. 

16. Bendahara     Penerimaan     Pembantu     adalah     pejabat fungsional  yang 

ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan 
mempertanggungjawabkan  uang   pendapatan dan daerah dalam rangka   
pelaksanaan   APBD pada Perangkat Daerah. 

17. Bendahara  Pengeluaran  adalah  pejabat  fungsional yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 

uang untuk  keperluan  belanja  daerah  dalam  rangka pelaksanaan APBD pada 
Perangkat Daerah. 

18. Bendahara  Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam   

rangka  pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah. 

19. Kas  Daerah  adalah  tempat penyimpanan uang  daerah yang  ditentukan  oleh   
Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 

seluruh pengeluaran  daerah. 
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20. Kas Bendahara Penerimaan adalah tempat penyimpanan uang   daerah   yang  

ditentukan oleh Gubernur dan digunakan untuk menampung seluruh   
penerimaan daerah yang dikelolanya. 

21. Kas Bendahara Penerimaan Pembantu adalah tempat penyimpanan uang  
daerah  yang ditentukan  oleh  Gubernur  dan digunakan untuk menampung   
seluruh penerimaan daerah yang dikelolanya. 

22. Kas Bendahara Pengeluaran adalah penyimpanan uang daerah yang  ditentukan 
Gubernur dan digunakan untuk membayar pengeluaran daerah yang 
dikelolanya. 

23. Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah tempat penyimpanan  uang  
daerah  yang ditentukan  oleh  Gubernur dan digunakan untuk membayar    

seluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya. 

 

     Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 

Pasal  2 

 

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur, meliputi pelaksanaan  transaksi   non tunai 

terhadap seluruh transaksi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah di Lingkungan 

Pemerintah  Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

BAB II 

MEKANISME PENDAPATAN  PADA BENDAHARA  PENERIMAAN DAN BENDAHARA  
PENERIMAAN  PEMBANTU 

Pasal  3 

 

(1) Setiap  penerimaan  daerah oleh  Bendahara  Penerimaan dan  Bendahara   

Penerimaan   Pembantu   yang   berupa pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  
pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain pendapatan asli  
daerah yang sah wajib menggunakan transaksi non tunai. 

(2) Pelaksanaan  penerimaan  daerah  dengan  transaksi  non tunai sebagaimana  
dimaksud pada  ayat (1) dilakukan secara bertahap. 

 

BAB III 

MEKANISME BELANJA  PADA BENDAHARA  PENGELUARAN DAN BENDAHARA  

PENGELUARAN  PEMBANTU 

Pasal  4 

 

(1) Bendahara  Pengeluaran  Perangkat Daerah  dalam hal melakukan pembayaran 
dilakukan dengan memindah bukuan ke pihak penerima  senilai  Surat Perintah  

Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara      
Pengeluaran Perangkat Daerah. 
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(2) Belanja Pegawai meliputi  Gaji,  Tunjangan Kesejahteraan, Insentif,   Pembayaran  

uang representasi dan tunjangan lainnya kepada anggota DPRD Provinsi 
Kalimantan Selatan wajib melaksanakan transaksi non tunai. 

(3) Bendahara  Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu  dapat  melakukan  
pembayaran  secara  tunai untuk keperluan  belanja  kegiatan  per transaksi  
dengan nilai paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

(4) Pembayaran belanja kegiatan per transaksi lebih dari Rpl.000.000,00  (satu   juta   
rupiah), wajib dilakukan melalui  transaksi  non tunai  ke  rekening penyedia 
barang/jasa. 

(5) Saldo uang tunai yang ada  di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu paling tinggi Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)  kecuali  pada   

akhir tahun anggaran saldo dimaksud harus nihil. 

(6) Pembayaran Surat Perjalanan Dinas, Bahan Bakar Minyak, Honorarium 
Kegiatan, makan minum harian pegawai, dan pembayaran pajak tahunan 

dikecualikan dari kewajiban transaksi non tunai. 

 

BAB IV 

 KETENTUAN  PENUTUP 

Pasal 5 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai 
dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2018. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan   
Gubernur ini dengan penempatannya dalam  Berita Daerah  Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Selatan. 
 

Ditetapkan di Banjarmasin 
pada tanggal  6 November 2017         

 
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 
ttd 

 

H. SAHBIRIN NOOR 
 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 6 November 2017      
    

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN, 

 

ttd 
 

H. ABDUL HARIS 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2017 NOMOR 95 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


